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ABSTRAK 

Imam Saleh Lubis (2025): Judi Online sebagai Penyebab Gugat Cerai: 

Analisis Putusan pada Pengadilan Agama Kelas 

IA Kota Pekanbaru 

 

Salah satu sebab perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru 

adalah akibat judi online. Kasus perceraian akibat judi online di Pengadilan 

Agama Kelas IA Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dalam periode 2021-

2024. Tentunya ada pertimbangan hakim yang menjadikan judi online sebagai 

salah satu alasan perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Judi online 

dapat memberikan dampak bagi keharmonisan rumah tangga, karena berdampak 

pada finansial rumah tangga, dan berdampak bagi psikologis suami dan istri 

seperti terjadinya perselisahan dan pertengakaran terus menerus. Namun judi 

online tidak menjadi satu-satunya alasan perceraian, terdapat berbagai alasan lain 

yang menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perceraian dengan alasan judi online adalah dengan mempertimbangkan dampak 

yang ditimbulkan oleh judi online itu atau sesuai kaidah masalahah mursalah. 

Selain itu ada pertimbangan hukum terkait kekhawatiran akan dampak yang 

ditimbulkan dari judi online tersebut, misalnya terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan, 

dan kemudaratan yang ditimbulkan oleh judi online hingga berdampak pada 

keharmonisan rumah tangga. Putusan hakim dalam memutusakan cerai pada 

guatan cerai akibat judi online di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru 

sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundangan, yaitu sesuai 

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

 

Kata Kunci: Judi Online, Gugat Cerai, Hukum Islam 
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ABSTRACT 

Imam Saleh Lubis (2025): Online Gambling as a Cause of Divorce: Analysis 

of Decisions at the Class IA Religious Court of 

Pekanbaru City 

 

One of the reasons for divorce in the Class IA Religious Court of Pekanbaru City 

is due to online gambling. Divorce cases due to online gambling in the Class IA 

Religious Court of Pekanbaru City have increased in the 2021-2024 period. Of 

course, there are considerations of judges who make online gambling one of the 

reasons for divorce. This research is a qualitative study with the type of empirical 

legal research. The research data was collected using interviews and 

documentation techniques. The results concluded that online gambling can have 

an impact on household harmony, because it has an impact on household 

finances, and has an impact on the psychology of husbands and wives such as 

continuous disputes and fights. However, online gambling is not the only reason 

for divorce, there are various other reasons that are considered by the judge. The 

judge's consideration in deciding divorce on the grounds of online gambling is to 

consider the impact caused by online gambling or according to the rules of 

masalahah mursalah. In addition, there are legal considerations related to 

concerns about the impact of online gambling, for example the occurrence of 

domestic violence, continuous quarrels and disputes that are difficult to reconcile, 

and the harm caused by online gambling to have an impact on household 

harmony. The judge's decision in deciding the divorce in the case of divorce due to 

online gambling in the Class IA Religious Court of Pekanbaru City is in 

accordance with the principles of Islamic law and legislation, namely in 

accordance with Article 116 of the Compilation of Islamic Law and Article 19 of 

Government Regulation Number 19 of 1975 concerning the Implementation of 

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 

 

Keywords: Online Gambling, Divorce Suit, Islamic Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Judi online dalam Islam tidak hanya dilarang dan memiliki dampak yang 

tidak baik, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya perceraian suami istri. 

Karena judi dapat menimbulkan permusuhan dan menghalangi untuk mengingat 

Allah Swt. Artinya tidak ada kebaikan pada judi itu, sebagaimana firman Allah 

Swt berikut: 

كُمْ  وْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ يْطٰنُ انَْ يُّ مَا يُرِيْدُ الشَّ نْ اِنَّ ََ  

نْتَهُوْنَ  لٰوةِ فَهَلْ انَْتُمْ مُّ نِ الصَّ ََ ِ وَ
ٰ

 ذِكْرِ اّللّ

Artinya : Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman 

keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah 

kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah: 91)
1
 

 

Ayat al-Quran tersebut menyatakan asal judi, bahaya judi, dan perintah 

untuk berhenti dari berjudi. Disebutkan bahwa judi itu berasal dari setan dan dapat 

menimbulkan permusuhan dan kebencian, termasuk kebencian antara suami istri. 

Kebencian tentunya lebih mudah membuat seseorang untuk saling menyakiti, jadi 

tidak heran apabila terjadi gugat cerai bahkan perceraian akibat judi online. Orang 

yang berjudi telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana hadits 

berikut: 

                                                 

1
Departemen Agama, Al-Quran Huruf Arab dan Latin, (Bandung: Bahrul Uluum, 1973), 

hal. 112 



2 

 

 

 

 

Artinya:  Siapapun yang bermain dadu, maka dia telah bermaksiat 

kepada Allah dan Rasul-Nya (HR. Ibnu Majah)
2
 

 

Hadits tersebut menegaskan bahwa judi termasuk perbuatan dosa karena 

merupakan bentuk perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul. Maka tidak heran 

perjudian dapat menghalangi seseorang dari kebaikan dan dapat menimbulkan 

kebencian, sehingga suami istri mudah konflik (cekcok) dan dapat berujung 

perceraian, termasuk perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota 

Pekanbaru. Sehingga terdapat kasus perceraian diakibatkan oleh judi online di 

Pengadilan Agama tersebut. 

Pengadilan di lingkungan peradilan agama terdiri atas Pengadilan Agama 

dan Mahkamah Syar‟iyah. Pengadilan Agama terdiri atas: (1) Pengadilan Agama 

Kelas IA; (2) Pengadilan Agama Kelas IB; dan (3) Pengadilan Agama Kelas II. 

Sedangkan klasifikasi Mahkamah Syar‟iyah terdiri atas: (a) Mahkamah Syar‟iyah 

Kelas IA; (b) Mahkamah Syar‟iyah Kelas IB; dan (c) Mahkamah Syar‟iyah Kelas 

II.
3
 

Peradilan agama yang ada di Kota Pekanbaru adalah Pengadilan Agama 

Kelas IA. Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru bertugas mengadili dan 

menyelesaikan perkara tingkat banding, juga berwenang mengadili di tingkat 

                                                 

2
 NUOnline, Ilmu Hadits Kajian Hadits: Ajakan Judi dan Risikonya, dikutip dari: 

https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy, dikutip Tanggal 

20 Desember 2024 
3
 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Pasal 3. 

https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy


3 

 

 

 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Pengadilan Agama dalam 

hukumnya.
4
 

Salah satu kasus yang diadili dan diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas 

IA Kota Pekanbaru adalah kasus perceraian. Berdasarkan hasil survei pra-

penelitian, diperoleh data perceraian di Kota Pekanbaru dari Tahun 2021 hingga 

pertangahan Agustus 2024. Dimana kasus perceraian tertinggi terjadi pada tahun 

2022, lebih jelasnya mengenai jumlah kasus perceraian dan alasannya adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru 

Tahun 2021 – pertengahan Agustus 2024
5
 

 

No. Periode Jumlah Perceraian 

1 Januari – Desember 2021 1.756 

2 Januari – Desember 2022 1.787 

3 Januari – Desember 2023 1.637 

4 Januari – Agustus 2024 1.037 

Jumlah 6.217 

 

Melalui Tabel 1.1 tersebut, bahwa terdapat 6.217 (enam ribu dua ratus 

tujuh belas) kasus perceraian dalam kurung waktu kurang dari empat tahun di 

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Jumlah kasus perceraian tertinggi 

adalah pada periode Januari – Desember 2022, yaitu 1.787 (seribu tujuh ratus 

delapan puluh tujuh).  

                                                 

4
 Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2024, dikuti dari: https://www.pta-

pekanbaru.go.id/ 
5
 Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, Data Kasus Perceraian di Kota 

Pekanbaru, 2024 
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Jumlah perceraian tersebut di atas merupakan jumlah kasus perceraian 

tertinggi di Provinsi Riau. Dengan kata lain, tingkat perceraian di Kota Pekanbaru 

adalah yang tertinggi dibandingkan daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di 

wilayah Provinsi Riau. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat perceraian di 

Kota Pekanbaru masih tinggi. Melalui sejumlah kasus tersebut di atas, bahwa 

salah satu alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota 

Pekanbaru adalah akibat judi online.  

Kasus perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Kelas IA Kota 

Pekanbaru mengalami peningkatan dalam periode 2021-2024. Berdasarkan data 

yang diperoleh di lapangan, diperoleh data perceraian akibat judi online sebagai 

berikut. 

Tabel 1.2 Jumlah Perceraian Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Kelas IA 

Kota Pekanbaru Tahun 2021 – pertengahan Agustus 2024
6
 

 

No. Periode Jumlah Cerai Akibat Judi 

Online 

1 Januari – Desember 2021 - 

2 Januari – Desember 2022 3 

3 Januari – Desember 2023 12 

4 Januari – Agustus 2024 13 

Jumlah 28 

 

Diketahui bahwa cerai akibat judi online mengalami peningkatan dalam 

empat tahun (2021 – 2024). Pada periode Januari – Desember 2021 tidak terdapat 

kasus cerai akibat judi online. Namun pada periode Januari – Desember 2022 

terdapat 3 kasus, meningkat signifikan menjadi 12 kasus pada periode Januari – 

                                                 

6
 Ibid. 
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Desember 2023. Kasus cerai akibat judi online kembali meningkat pada periode 

Januari – Agustus 2024, hal itu masih dapat terus meningkat hingga Desember 

2024. 

Data dan fakta tersebut di atas menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi 

akibat judi online. Hakim dapat memutus cerai akibat judi online. Namun secara 

hukum, judi hanya sebagai salah satu alasan dapat diputuskannya perceraian. 

Sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang Pernikahan, bahwa salah satu pihak 

berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang 

sukar disembuhkan.
7
 

Judi online sama halnya seperti judi pada umumnya, yang membedakan 

hanya judi online menggunakan media internet sehingga orang yang bermain judi 

online tidak mesti hadir di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Melalui judi 

online, siapa saja, kapan saja, dan dimana saja dapat mengakses judi online 

selama dapat mengakses jaringan internet. Tentunya kondisi itu lebih berbahaya 

dibandingkan judi pada umumnya, karena sulit diawasi dan ditindak langsung 

oleh penegak hukum. Tentunya ada pertimbangan hakim yang memutuskan judi 

online sebagai salah satu alasan perceraian.  

Putusan hakim dalam penelitian ini dibatasi pada lima putusan, yaitu 

putusan gugat cerai berkaitan dengan judi online. Berdasarkan temuan awal 

penelitian, diperoleh bahwa terdapat 13 putusan perceraian terkait judi online di 

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Namun hanya 5 putusan yang 

                                                 

7
 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 



6 

 

 

 

diperboleh untuk diteliti oleh pihak Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Fungsional Arsiparis Pengadilan Agama 

Kelas IA Kota Pekanbaru, bahwa berkas gugatan cerai akibat judi online sebelum 

diberikan kepada peneliti, ditanyakan terlebih dahulu oleh pihak pengadilan 

kepada penggugat apakah boleh dipublikasikan. Namun hanya lima kasus dari tiga 

belas kasus diperbolehkan atau yang mendapat izin dari penggugatnya. Oleh 

karena itu, penelitian ini hanya memperoleh lima putusan hakim terkait gugat 

cerai akibat judi online. 

Putusan hakim terkait gugat cerai akibat judi online merupakan putusan 

yang judi online menjadi dampak utama menyebabkan terjadinya berbagai konflik 

dalam permasalahan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan secara terus 

menerus dan tidak bisa didamaikan, sehingga hakim menjatuhkan gugat cerai 

menjadi putusan perceraian. Sebagai contoh, Putusan Hakim Nomor 

828/Pdt.G/2024/PA.Pbr. Disebutkan bahwa salah satu alasan perceraiannya adalah 

sering melakukan perjudian. Meskipun ada sebab lainnya, tetapi judi online 

menjadi pemicu terjadinya permasalahan lainnya dalam rumah tangga. Sehingga 

judi online dijadikan sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA 

Kota Pekanbaru. 

Melalui beberapa uraian tersebut, bahwa menurut analisis penulis, terdapat 

beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai akibat judi sebagaimana 

putusan tersebut. Namun perlu diteliti lebih lanjut apakah putusan tersebut sudah 

tepat sesuai kaidah hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih 
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lanjut tentang “Judi Online sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan pada 

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru.” 

 

B. Penegasan Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet 

menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau 

smartphone.
8
 Judi online dalam penelitian ini dibatasi pada judi lotre, judi 

bola, dan judi slot. 

2. Gugat cerai adalah perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri atau 

kuasanya kepada pengadilan di dekat kediaman tergugat.
9
 Gugat cerai 

dalam penelitian ini dibatasi pada gugat cerai yang diajukan oleh pihak 

istri kepada suaminya. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Melalui latar belakang masalah dan judul penelitian, maka dapat 

diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Masih tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota 

Pekanbaru 

2. Selalu meningkatnya jumlah kasus gugat cerai akibat judi online di 

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru dari tahun 2021-2024 

                                                 

8
 Kartono, Patologi Sosial (15th ed.). (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 37 

9
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 20 

(1) 
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3. Masih ditemukannya judi online sebagai alasan/penyebab gugatan 

perceraian 

4. Masih ditemukannya putusan hakim yang menyatakan judi online sebagai 

salah satu sebab gugat cerai 

5. Masih diragukannya pertimbangan hakim itu apakah sesuai syariat Islam 

atau tidak 

6. Judi online dapat menyebab ketagihan atau kecanduan bagi pelakunya  

7. Keberadaan judi online dapat memicu pertengkaran yang terjadi dalam 

rumah tangga 

8. Terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami jika istri tidak 

memberikan uang kepada suami yang ingin bermain judi online 

9. Judi online dapat menganggu keharmonisan rumah tangga 

10. Judi online dapat menyebabkan orang lalai terhadap tanggung jawabnya 

sebagai seorang kepala keluarga 

 

D. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi, maka masalah 

penelitian ini dibatasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru pada judi 

online, yaitu: 

1. Judi online menjadi penyebab gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA 

Kota Pekanbaru 

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan judi online 

di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru 
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3. Kesesuaian putusan hakim dengan prinsp hukum Islam dan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia. 

 

E. Rumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan 

berikut: 

1. Bagaimana judi online menjadi penyebab gugat cerai di Pengadilan Agama 

Kelas IA Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan 

judi online di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru? 

3. Apakah putusan hakim sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Melalui rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menganalisis judi online menjadi penyebab gugat cerai di Pengadilan 

Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. 

b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan 

alasan judi online di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. 

c. Menganalisis putusan hakim sesuai dengan prinsip hukum Islam dan 

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak, baik 

itu secara teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Teoritis 

1) Pengembangan Ilmu Hukum 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan 

teori hukum, khususnya dalam memahami dinamika hubungan 

sosial yang dipengaruhi oleh perilaku perjudian online dan 

dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga 

2) Penelitian Lanjutan 

Dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan tentang judi online 

sebagai penyebab gugat cerai. 

b. Praktis 

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat 

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

risiko perjudian online dan dampaknya terhadap kehidupan rumah 

tangga, mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam 

penggunaan teknologi. 

2) Panduan bagi Praktisi Hukum 

Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi pengacara dan 

mediator dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan 
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oleh judi online, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang 

lebih tepat. 

3) Rekomendasi Kebijakan 

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah 

dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan 

pencegahan dan penanganan perjudian online, serta mendukung 

program rehabilitasi bagi para pelaku. 

4) Pendekatan Intervensi 

Hasilnya dapat digunakan oleh konselor dan psikolog untuk 

merancang program intervensi yang lebih efektif bagi pasangan 

yang terlibat dalam perjudian online dan berpotensi mengalami 

perceraian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini berpedoman pada sistematika yang telah ditetapkan, 

dimana penulisan terdiri atas lima bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA  

Bab kedua berisikan kajian teori dan penelitian yang relevan. Kajian 

teori berisikan teori tentang perceraian, gugat cerai, dan judi online. 
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Sedangkan penelitian yang relevan berisikan penelitian terdahulu yang 

terkait dengan judul penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ketiga berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 

BAB IV  TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

Bab keempat berisikan temuan umum penelitian dan temuan khusus 

penelitian. Temuan umum berisikan profil Pengadilan Agama Kelas IA 

Kota Pekanbaru, sedangkan temuan khusus berisikan hasil penelitian  

terkait judi online menjadi penyebab perceraian menurut hukum Islam 

di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, pertimbangan hakim 

dalam memutus perceraian dengan alasan judi online di Pengadilan 

Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, dan apakah putusan tersebut sesuai 

dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku 

di Indonesia. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab kelima atau baba terakhir berisikan kesimpulan dari hasil dan saran 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Perceraian 

a. Pengertian Perceraian 

Kata “Cerai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata 

“Perceraian” itu sendiri mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara 

suami istri), dan perpecahan. Adapun kata “Bercerai” berarti tidak bercampur 

(berhubungan atau bersatu) lagi, berhenti bersuami istri
10

. Dalam Bahasa 

Arab, cerai disebut dengan talak, yang memiliki arti melepas tali atau 

pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan 

ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri
11

. 

Menurut istilah (syara‟) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan 

ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaẓ yang sudah dipergunakan 

pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara‟.
12

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

tidak disebutkan secara eksplisit definisi tentang perceraian. Namun, istilah 

perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 

                                                 

10
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Online: https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Diakses tanggal 20 September 2024 
11

 Sudirman, Pisah Demi Sakinah, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hal. 10. 
12

 Bakar, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Bina Imam, 1993), hal. 175. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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yang disebutkan bahwa “Perkawinan dapat diputuskan karena kematian, 

perceraian dan keputusan pengadilan”. Dengan begitu, di mata hukum 

perceraian memiliki arti yaitu terputusnya hubungan perkawinan yang 

berakhir pada berpisahnya ikatan suami istri. 

Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami istri karena 

hilangnya keharmonisan dan kerukunan di dalam rumah tangga atau hal lain, 

seperti adanya cacat pada istri maupun suami dan setelah di upayakan mediasi 

dengan melibatkan keluarga istri dan suami. Menurut Sayyid Sabiq, 

Perceraian adalah pelepasan suatu ikatan atau terpecahnya ikatan pernikahan. 

Sementara definisi talak secara istilah menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah 

memutuskan status pernikahan.
13

 

Dalam kamus sosiologi, perceraian didefinisikan sebagai pembubaran 

atau perpisahan yang dibenarkan oleh hukum dari sebuah pernikahan yang 

sah di mana pasangan masih hidup sehingga mereka dapat menikah sekali 

lagi
14

. Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian adalah putusnya perkawinan antara 

pasangan suami istri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan rumah 

tangga atau karena adanya cacad pada keduanya. Di upayakan mediasi 

dengan melibatkan keluarga istri dan suami
15

. Sayyid Sabiq mengatakan 

perceraian adalah memecahkan ikatan pernikahan atau melepaskannya. 

                                                 

13
 Basri, Fikih Munakahat 2, (Parepare: IPN Press, 2020), hal. 1. 

14
 Sahlan “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh”, Pusat Jurnal UIN ArRaniry 

(Universitas Islam Negeri), hal. 90. 
15

 Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hal. 

161. 
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Abdurrahman al Jaziri mengatakan bahwa definisi talak secara istilah adalah 

menentukan status pernikahan.
16

 

Menurut pendapat Subekti, bahwa perceraian adalah penghapusan 

perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama 

perkawinan.
17

 Sedangkan menurut pendapat P.N.H. Simanjuntak, bahwa 

perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan 

keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak 

dalam perkawinan.
18

 

Melalui pendapat tersebut di atas, bahwa perceraian adalah putusnya 

hubungan pernikahan setelah diputuskan oleh hakim pengadilan. Artinya 

perceraian dikatakan sah apabila telah disidang dan diputuskan bercerai oleh 

hakim pengadilan. Jadi cerai yang hanya diucapkan menurut hukum belum 

dikatakan bercerai. 

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa 

perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari 

kata ithlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam isitlah 

syara‟, talak adalah melepaskan ikatakan perkawinan, atau rusaknya 

hubungan perkawinan.
19

 Menurut Wahab Zuhaili, bahwa talak menurut 

                                                 

16
 Basri, Loc.Cit. 

17
 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal. 42 

18
 Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 

2007), hal. 53 
19

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: 

Liberty, 2007), hal. 81 
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pengertian bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan 

perkawinan.
20

  

Berikut diuraian beberapa definisi tentang perceraian dalam hukum 

Islam menurut beberapa ahli fikih (hukum Islam tentang perkawinan). 

a) Talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan 

dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) 

dengan niat talak
21

 

b) Talak diambil dari kata ithlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. 

Sedangkan dalam isitilah syara’, talak artinya melepaskan ikatan 

perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan
22

 

c) Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut 

syara’ talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan 

menggunakan kata-kata
23

 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

perceraian dalam Islam dapat terjadi atau sah hanya dengan mengucapkan 

kata-kata atau sindiran dengan maksud untuk menceraikan isteri oleh suami. 

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, perceraian dapat terjadi 

karena adanya putusan hakim akibat adanya tuntutan dari salah satu pihak 

(suami/isteri) atau kedua pihak (suami-isteri) kepada pengadilan untuk 

                                                 

20
 Wahbah, Fiqih dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain, (Selangor: 

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hal. 579 
21

 Dahlan, Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 

2003), hal. 64 
22

 Sayyid, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian oleh Muhammad 

Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pena Publishing, 2011). hal. 11 
23

 Zainuddin, Fathul Mu’in, penerjemah Achmad Najieh, (Bandung: Husaini, 1979), hal. 

122 
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mengakhiri perkawinannya. Artinya, perceraian dikatakan sah apabila sudah 

diputuskan sah oleh hakim pengadilan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian 

harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun 

sebagai suami isteri.” 

Prosedur mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dimana 

disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa seorang suami yang telah 

melangsung perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan 

isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang 

berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya diserta 

dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan 

sidang untuk keperluan itu.
24

 

Kemudian disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 9 Tahun 1975, bahwa: 

(1) gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

tergugat 

                                                 

24
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 
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(2) dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui 

atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan 

perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat 

(3) dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 

perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman 

penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut 

kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
25

 

Disebutkan bahwa perceraian diajukan ke kantor pengadilan yang 

berada di dekat wilayah tempat tinggal tergugat (yang mau diceraikan), tetapi 

jika yang mau diceraikan tidak memiliki tempat tinggal tidak tetap, maka 

dapat diajukan di pengadilan di dekat wilayah tempat tinggal penggugat 

(yang mengajukan cerai), begitu juga jika yang hendak diceraikan berada di 

luar negeri atau di luar wilayah Indonesia. 

Kondisi selama proses perceraian berlangsung diatur dalam Pasal 24 

PP. Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: 

(1) selama berlangsunya gugatan perceraian atas permohonan atau 

tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin 

ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut 

untuk tidak tinggal dalam satu rumah 

(2) selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat atau tergugat, pengadilan dapat: 

a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami 

                                                 

25
 Ibid, Pasal 20 
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b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak 

c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau 

barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang 

menjadi hak isteri.
26

 

Kemudian disebutkan dalam Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975 

tersebut, bahwa: 

(1) setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan 

perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan 

dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut 

(2) bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi 

pengadilan agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk 

oleh ketua pengadilan agama 

(3) panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. apabila 

yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan 

melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu 

(4) panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan 

disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun 

tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 

sidang dibuka 

                                                 

26
 Ibid, Pasal 24 
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(5) panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.
27

 

 

Selanjutnya Pasal 29 dalam peraturan pemerintah yang sama 

disebutkan bahwa: 

(1) pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat 

gugatan perceraian. 

(2) dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan 

perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan 

diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau 

kuasa mereka. 

(3) apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 

20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan 

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya 

gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.
28

 

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang 

sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
29

 Hakim yang memeriksa gugutan 

perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak; selama perkara belum 

diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 

pemeriksaan.
30

 Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan 

gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada 

                                                 

27
 Ibid, Pasal 26 

28
 Ibid, Pasal 29 

29
 Ibid, Pasal 30 

30
 Ibid, Pasal 31 
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sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu 

dicapainya perdamaian.
31

 Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, 

pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
32

 

Sedangkan Pasal 34 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa: 

(1) putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang 

terbuka. 

(2) suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya 

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor 

pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama 

Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Melalui beberapa uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri ke Pengadilan Negeri 

atau ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Pihak yang 

mengajukan perceraian disebut dengan penggugat, dan pihak yang hendak 

diceraikan disebut dengan tergugat. Pengadilan yang dituju adalah pengadilan 

yang berada didekat tempat tinggal atau berada di wilayah kecamatan yang 

sama dengan tempat tinggal tergugat, kecuali tergugat tidak bertempat tinggal 

tetap, maka dapat diajukan di pengadilan di wilayah tempat tinggal 

penggugat. Baik itu penggugat dan tergugat atau diwakilkan diharuskan 

menghadiri acara persidangan gugatan perceraian. Selama proses persidangan 
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dapat dilakukan proses perdamaian, tetapi apabila tidak terjadi kesepakatan 

atau perdamaian, maka dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk memutuskan 

perceraian. 

b. Alasan Perceraian 

Pengadilan Agama membutuhkan argumen yang signifikan dan 

pembenaran hukum untuk menetapkan perceraian. Adapun alasan yang dapat 

dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dalam pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975 yaitu:
33

 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-

turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau 

karena ada hal yang lain di luar kemampuannya. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri. 
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6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

Adapun bagi pasangan yang beragama Islam alasan-alasan tersebut 

ditambah dua lagi sebagaimana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 116, yaitu: 

1) Suami melanggar taklik talak. 

2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

c. Jenis-Jenis Perceraian 

Talak atau perceraian terbagi ke dalam empat jenis, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Talak Raj’i 

Talak raj’i merupakan talak satu atau dua yang diucapkan suami 

kepada istrinya. Talak ini suami masih boleh rujuk dengan istrinya 

ketika masih dalam masa iddah. Namun jika masa iddah telah habis, 

maka suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad 

nikah baru.
34

 

2) Talak Bain 

Talak tersebut terjadi apabila suami mengucapkan talak tiga kepada 

istrinya, dalam talak bain istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami 

akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah 
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dengan lelaki lain dan berhubungan suami-istri yang baru, lalu 

diceraikan dan habis masa iddah-nya.
35

 

3) Talak Bid’i 

Pada talak bid’i, suami mengucapkan talak tiga kali saat sang istri 

sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun 

sudah disetubuhi.
36

 

4) Talak Sunni 

Talak sunni terjadi setelah suami mengucapkan cerai talak kepada 

istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami 

istri.
37

 

d. Dampak Perceraian 

Secara umum terdapat tiga dampak yang diakibatkan oleh terjadinya 

perceraian, yaitu: 

1) Traumatik 

Dampak dari perceraian yaitu timbulnya trauma. Biasanya trauma 

yang dialami dari perceraian lebih besar dibandingkan kematian, 

karena perceraian yang menimbulkan kekacauan atau masalah 

menyebabkan timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum 

maupun sesudah bercerai.
38
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2) Perubahan Peran dan Status 

Menurut Schell & Hall dalam Sitepu dan Husna, bahwa pasangan 

yang melakukan perceraian secara otomatis merubah peran dan status 

kedua belah pihak, misalnya istri menjadi janda dan suami menjadi 

duda. Serngkali seseorang yang bercerai menilai kegagalan 

pernikahannya sebagai kegagalan secara personal. Mereka mencoba 

mengartikan kegagalan pernikahan mereka sebagai kurangnya 

kemampuan dalam mencintai seseorang, dan kurangnya kemampuan 

mereka dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri.
39

 

3) Sulitnya Penyesuaian Diri 

Kehilangan pasangan yang disebabkan karena perceraian maupun 

kematian akan menimbulkan masalah tersendiri bagi kedua belah 

pihak. Khususnya bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya akan 

mengalami kesepian yang mendalam. Wanita yang diceraikan juga 

cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, sedangkan untuk pria yang 

menduda akan mengalami kekacauan pola hidup. Namun tidak sedikit 

wanita dan pria yang bercerai merasa beruntung atas perceraiannya 

tersebut karena mereka merasa punya kesempatan untuk memulai 

hidup yang baru.
40

 

 

 

                                                 

39
 Sitepu dan Husna, “Pemberian Psikoedukasi Divorce of Family Perspective pada 

Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama,” (Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada 

Masyarakat, 2022), hal. 77 
40

 Hurlock, Op.Cit., hal. 58 



26 

 

 

 

2. Gugat Cerai 

a. Pengertian Gugat Cerai 

Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu dengan talak dan 

perceraian dengan gugatan. Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu 

gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan 

pengadilan.
41

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa “Talak 

adalah ikar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah 

satu penyebab putusnya perkawinan.” Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 

129 secara tegas menjelaskan bagamana cerai talak itu terjadi Ketika suami 

akan menceraian istrinya dan mengajukan surat permohonan baik secara lisan 

atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. 

Pengertian cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, yaitu gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama 

sesuai dengan domisili istri. 

Cerai gugat dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1) bahwa gugatan 

perceraian adalah gugatan diajukan oleh sang isteri atau kuasa hukumnya 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat 

kediaman bersama tanpa izin tergugat. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 

(1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami 

atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu selain agama Islam. 

Pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 

1975 menyatakan bahwa suami atau istri atau kuasanya dapat mengajukan 

gugatan perceraian ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

tinggal tergugat 
42

. Dengan kata lain, gugatan perceraian dapat dilakukan oleh 

suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan 

oleh suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaan lain. 

Melalui beberapa pendapat di atas, bahwa gugat cerai adalah gugatan 

yang dilayangkan oleh suami kepada istri atau sebaliknya. Tujuannya agar 

dilakukan persidangan perceraian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

perceraian dan gugat cerai memiliki kesamaan. Perceraian berkaitan dengan 

kasus perceraian apakah sudah diputus cerai atau belum, sedangkan gugat 

cerai merupakan tahap awal dilaksanakannya kasus perceraian pada 

pengadilan agama. 
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Gugat cerai bagi agama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
43

 Dimana tahapan gugat cerai adalah 

sebagai berikut: 

1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan 

Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat 

kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 

suami. Dan dalam hal tergugat bertempat kediaman luar negeri, Ketua 

Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat 

melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. 

2) Selama berlangsungnnya gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang 

mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami 

istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama 

berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau 

Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang 

ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk 

menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami 

atau barang-barang yang menjadi hak istri. 

3) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan 

Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami 
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istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-

masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama yang telah 

mempunyai kewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

tanpa bermaterai kepada pegawai pencatatan nikah yang mewilayahi 

tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan. 

4) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada 

masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti 

perceraian bagi suami dan bekas istri.  

5) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam 

ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa 

mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya 

perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat utusan serta 

tanda tangan panitera.
44

 

b. Dasar Hukum Gugat Cerai 

Hukum talak terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah, yaitu sebagai 

berikut: 

 باِِحْسَانٍ ۗ وَلََ يَحِلُّ لكَُمْ انَْ تَأخُْذُوْا 
تٰنِ ۖ فَاِمْسَاك ٌۢ بمَِعْرُوْفٍ اوَْ تَسْرِيْح ٌۢ لََقُ مَرَّ الَطَّ

آ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـ ًٔا اِ  ِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ الَََّ يُقيِْمَا حُدُوْدَ مِمَّ
ٰ
خَافَآ الَََّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اّللّ ٓ انَْ يَّ لََّ

تَعَدَّ  ِ فَلََ تَعْتَدُوْهَا وَۚمَنْ يَّ
ٰ
ِ ۙ فَلََ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِْمَا افْتَدَتْ بهِٖ ۗ تلِْكَ حُدُوْدُ اّللّ

ٰ
اّللّ

ى كَِ 
ٰۤ
ِ فَاوُلٰ

ٰ
ا حُدُوْدَ اّللّ ى تَنْكِحَ زَوْجًٔ

لمُِوْنَ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلََ تَحِلُّ لهَٗ مِنٌْۢ بَعْدُ حَتّٰ
ٰ
هُمُ الظّ

 ۗ ِ
ٰ
قيِْمَا حُدُوْدَ اّللّ آ انَْ يُّ تَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّ غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ انَْ يَّ

نُهَا  ِ يُبَيِّ
ٰ
عْلَمُوْنَ وَتلِْكَ حُدُوْدُ اّللّ  لقَِوْمٍ يَّ
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Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami 

dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau 

melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi 

kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami 

dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas 

ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa 

keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas 

(ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas 

bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus 

dirinya.  Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak 

kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia 

menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain 

itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya 

(suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali 

jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang 

diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) 

mengetahui (QS. Al-Baqarah: 229)
45

 

 

3. Judi Online 

a. Pengertian Judi Online 

Judi online sama halnya dengan perjudian pada umumnya, hanya 

perbedaan ruangnya saja yang dilakukan dalam jaringan (internet). Oleh 

karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu judi atau perjudian secara 

umum.  

Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan 

permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk 

menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena 

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi 

termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
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permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba 

atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
46

 

Kamus Hukum juga mendefinisikan Judi adalah permainan dengan 

memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Judi 

dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 

permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan 

sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta 

semula
47

. 

Kata judi dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “Permainan 

dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main 

dadu, kartu). Sedangkan berjudi memiliki arti mempertaruhkan uang atau 

harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan 

mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah 

uang atau harta semula. Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi.
48

 

Melalui beberapa pendapat tersebut di atas, bahwa judi merupakan 

permainan menggunakan uang tetapi bergantung pada keberuntungan, 

sehingga disebut sebagai taruhan (undi nasib). Tujuan judi tentunya untuk 

mendapatkan uang banyak dengan cepat tanpa bersusah payah. Namun judi 

menimbulkan ketagihan dan pada akhirnya dapat menyusahkan dan 
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menghabiskan harta. Judi online juga sama halnya dengan judi secara umum, 

tetapi beda media saja.  

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet 

menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau 

smartphone. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan pada 

berbagai jenis permainan termasuk poker, blackjack, roulette, mesin slot, dan 

lainnya. Keuntungan dari judi online adalah pemain dapat bermain kapan saja 

dan di mana saja tanpa perlu pergi ke kasino fisik. Namun, penting untuk 

diingat bahwa judi online juga memiliki risiko kehilangan uang dan dapat 

menjadi kecanduan.
49

 

Syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut hukum agama 

Islam adalah: 

1) Adanya harta yang dipertaruhkan. 

2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihka 

yang enang dan pihak yang kalah. 

3) Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) 

dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).
50

 

Kita ketahui bahwa perjudian sebagai suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta 

membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perjudian 

tersebut akan berpengaruh pada diri sendiri seperti malas untuk bekerja, ingin 
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mendapat uang dengan mudah dan lupa kepada kewajibannya. Akibat dari 

sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada 

diri sendiri maupun kerugian pada masyarakat. Masyarakat sudah tidak asing 

lagi mengenal perjudian karena perjudian bukanlah suatu bentuk suatu 

permainan baru. Permainan judi ini sudah lahir dan berkembang sejak dahulu 

sejalan dengan perkembangan zaman. Keberadaan permainan judi ini tidak 

ada yang tau pasti kapan permainan ini dimulai dan di kenal oleh masyarakat 

Indonesia, dan perjudian di kategorikan sebagai bentuk permainan yang di 

gemari karena pemainan perjudian di anggap memiliki nilai hiburan. 

b. Jenis-jenis Judi dan Klasifikasi Judi Online 

Secara umum, perjudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1981 dikatagorikan menjadi tiga, yaitu:
 51

 

1) Perjudian di kasino yang terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, 

creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot 

machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck, lempar paser/ 

bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (pesaran), pachinko, 

poker, twenty one, hwa hwe serta kiu-kiu. 

2) Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu 

ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, 

lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak 

berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/ 
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kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak 

dan erek-erek. 

3) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu 

ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karan sapi, adu 

domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang 

dimasyarakat bisa di bedakan berdasarkan alat atau sarananya. Yaitu 

ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, 

internet dan berbagai jenis permainan oleh raga. Selain yang 

tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak 

perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “Adu doro”, yaitu 

judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya 

ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang 

dijagokannya mencapai finish paling awal.
52

 Yang paling marak 

biasanya saat adanya piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, 

baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjaga timnya 

masing-masing, bahkan bermain caturpun dapat dijadikan sebagai 

arena judi.   

Melalui ketiga kategori judi tersebut di atas, yang termasuk kategori 

judi online adalah kategori ketiga, yaitu perjudian yang dikaitkan dengan 

kebiasaan. Dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan internet dan gadget 

(hape/smartphone, komputer/laptop). Namun kebiasaan tersebut disalah 
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gunakan untuk mengakses situs-situs judi online dan terlibat perjudian secara 

online. 

Melalui temuan penelitian, bahwa judi online menawarkan berbagai 

jenis permainan, mulai dari taruhan olahraga, kasino virtual, hingga poker 

online, yang semuanya dapat diakses hanya dengan beberapa klik. 

Kemudahan akses ini membuat judi online semakin populer, terutama di 

kalangan anak muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Platform judi 

online sering kali menggunakan promosi agresif dan iklan yang menarik 

untuk menarik pengguna baru, termasuk melalui media sosial dan iklan 

daring. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, 

menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui 

internet (internet gambling).
53

 

c. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian 

Berbeda dengan negara lain di mana perjudian legal, Indonesia 

menganggap perjudian sebagai salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam 

KUHP. Ketentuan tentang perjudian diatur dalam Pasal 303
54

. Adapun bunyi 

pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut
55

: 

1) Diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari delapan bulan atau 

denda tidak lebih dari enam ribu rupiah. siapa pun yang tidak 

                                                 

53
 Jonyanis & Adli, “Perilaku Judi Online Dikalangan Mahasiswa Universiatas Riau,” 

(Disertasi Universitas Riau, 2015), hal. 5. 
54

 Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 90 
55

 Syahdeni, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 
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memiliki izin; jumlah pidana penjara yang ditetapkan berdasarkan UU 

nomor 7 tahun 1974 menjadi sepuluh tahun dan denda 25 juta rupiah. 

a) Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk bermain 

judi atau memberi kesempatan untuk bermain sebagai pencarian. 

b) Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum 

untuk bermain judi atau dengan sengaja berpartisipasi dalam 

perusahaan untuk itu, apakah itu untuk memanfaatkan 

kemungkinan adanya syarat atau pelaksanaan suatu prosedur. 

c) Mengambil bagian dalam permainan judi sebagai hobi 

2) Kalau yang bersalah, melakukan hal tersebut dalam menjalankan  

pencariannya maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan 

pencariannya.
56

 

3) Dikatakan bahwa permainan judi dapat dilakukan oleh siapa saja yang 

bermain, dan kemungkinan menang biasanya bergantung pada 

keberuntungan dan tingkat keterampilan pemain.Mahir, ini mencakup 

segala jenis taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 

lain-lain yang tidak dilakukan oleh individu yang ikut berlomba atau 

bermain. Pasal 303 berbunyi sebagai berikut.
57

 

a) Jika seseorang menggunakan kesempatan untuk bermain judi 

yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 303. 
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b) Permainan judi yang diizinkan serta diberikan untuk mengadakan 

permainan judi di jalan umum atau dipinggirnya, atau di tempat 

lain yang dapat diakses oleh khalayak umum, setiap orang harus 

memiliki izin untuk melakukannya.dari orang yang memiliki 

berkewenangaan. 

Seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun 

atau denda paling banyak lima belas juta rupiah jika pelanggaran tersebut 

dilakukan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi 

tetap karena salah satu pelanggaran ini. Dalam hal ini, Pasal 303 dapat 

diambil dari Pasal 542 dengan beberapa modifikasi sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974. 

Sementara itu, menurut Pasal 27 ayat 2 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 

menetapkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya data 

atau dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian. Seseorang 

yang dimaksudkan dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) 

tersebut dipidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang 

yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dengan penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).” Dengan demikian, Pasal 45 Ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa 

ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. 
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d. Dampak Judi Online 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perjudian melibatkan 

aktivitas permainan peluang dengan taruhan yang berupa uang atau aset 

bernilai, dengan tujuan untuk melipatgandakan taruhan jika berhasil 

memenangkan permainan. Sebaliknya, jika pemain kalah, mereka akan 

mengalami kerugian signifikan karena taruhan yang telah hilang.
58

 

Penelitian mengenai dampak judi online telah banyak dilakukan di 

berbagai negara, termasuk di Indonesia. Studi sebelumnya menunjukkan 

bahwa dari aspek psikologis, individu yang terjerat dalam kecanduan judi 

online mungkin mengalami berbagai perasaan seperti depresi, tekanan batin, 

keputusasaan, hilangnya rasa berdaya, dan bahkan berpotensi melukai diri 

sendiri dan orang lain.
59

 

Dari sisi psikologis, judi online menimbulkan stres, kecemasan, dan 

depresi. Gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya juga 

umum terjadi akibat kecanduan judi. Secara keseluruhan, dampak psikologis 

ini menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam 

judi online, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang 

lebih efektif.
60

 

Judi online di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial 

yang merugikan. Peningkatan terhadap konflik dalam keluarga (rumah 
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tangga) menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali 

meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan 

oleh judi online. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup 

keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah 

serius. Individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari 

lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya 

dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial ini mengakibatkan 

berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta 

memperburuk kesehatan mental mereka.
61

 

Lebih lanjut disebutkan bahwa secara psikologis, kecanduan judi 

online memicu stres, kecemasan, dan depresi yang parah, serta gangguan 

tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Kombinasi dari 

berbagai dampak ini menurunkan kualitas hidup individu secara keseluruhan, 

menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih ketat serta program 

edukasi dan rehabilitasi yang efektif untuk mengurangi dampak buruk dari 

judi online di masyarakat Indonesia.
62

 

Melalui beberapa pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

judi online menimbulkan dampak layaknya perjudian lainnya. Selain dampak 

ekonomi, terdapat dampak psikologis seperti depresi, tekanan batin dan putus 

asa. Tentunya kondisi itu dapat mengganggu aktivitas kehidupan seseorang, 
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sehingga orang yang sudah kecanduan judi online disarankan untuk 

direhabilitasi. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini terkait dengan beberapa judul penelitian terdahulu, meskipun 

penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Diantara penelitian terkait 

tersebut adalah: 

1. Khoerunisa, Nurahmadi, Sari, Wianti, dan Siregar (2024) dengan judul 

penelitian “Judi Online sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian 

di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cikarang Utara 

Kabupaten Bekasi).” Penelitian tersebut dilakukan secara kualitatif melalui 

studi kasus. Hasil penelitiannya menemukan bahwa bermain judi online 

bukan hanya merugikan uang tetapi juga menyebabkan masalah psikologis 

bagi keluarga. Dengan mengetahui efek ini, diharapkan ada tindakan 

pencegahan dan pengobatan yang lebih baik untuk mengurangi perceraian 

yang disebabkan oleh perjudian online. Untuk meningkatkan keberlanjutan 

hubungan suami-istri di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan 

Cikarang Utara, penelitian ini menjadi panggilan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat, menyediakan bantuan psikologis, dan membuat 

kebijakan yang berfokus pada penanggulangan masalah judi online. 

2. Rizal (2024) dengan judul penelitian “Cerai Gugat Disebabkan Judi Online 

(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh).” Penelitian tersebut 

merupakan penelitian content analysis. Penelitiannya menemukan bahwa 

judi sebagai sebab (al-sabab) yang menjadi pengantar untuk terwujudnya 
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sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu disebut al-‘illah (ketidak 

harmonisan antara suami dan istri), seperti fakta yang dikemukakan oleh 

Hakim Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh. Al-‘illah (ketidak harmonisan 

antara suami dan istri) memiliki korelasi atau ma’na munasabah al-

mu’aththirah, sesuai dengan al-Qur‟an Surat al-Rum [30]: 21, yang 

menjadikan taskunu sebagai al-munasib al-mu’aththir yang memiliki 

korelasi dengan al-‘illah, yang mana artinya “Dan diantara tanda-tanda 

(kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” Ayat ini menjadi 

ma’na munasabah yang mengantar kepada maslahah dalam pernikahan, 

yaitu terwujudnya ketentraman dan kasih sayang antar pasangan. 

Sebagaimana tujuan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan 

bagi suami maupun istri, membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah warahmah. Apabila pernikahan tidak lagi mendatangkan 

kemaslahatan, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah 

tangga. 

3. Hakim, Saleh, dan Lubis (2023) dengan judul penelitian “Dampak Judi 

Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan 

Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat).” Penelitian tersebut 

merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya 

menemukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

di pengadilan agama kelas IB Stabat Kabupaten Langkat tentang judi 
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online sebagai alasan cerai gugat adalah dengan dihadirkannya saksi-saksi 

yang sah di persidangan oleh penggugat maka hakim pengadilan agama 

yang memutuskan perkara perceraian akan mengabulkan gugatan 

penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Judi dijadikan alasan 

perceraian, karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam 

agama Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, dan As-

Sunnah dan judi juga dilarang di dalam hukum Indonesia yaitu pasal 303 

undang-undang hukum pidana. Judi adalah merupakan suatu perbuatan 

yang akan merugikan seseorang baik dari segi waktu maupun dari segi 

ekonomi, maka dari itu judi adalah salah satu alasan seseorang untuk 

melakukan perceraian baik itu gugat cerai maupun cerai gugat. Seluruh 

ulama telah sepakat bahwa segala bentuk perjudian adalah suatu perbuatan 

yang dilarang, dan hasil uang dari perjudian haram untuk digunakan. 

4. Situmeang, Ariska, dan Ali (2023) dengan judul penelitian “Tinjauan 

Hukum tentang Pengaruh Judi Online terhadap Perceraian.” Penelitian 

tersebut merupakan penelitian normatif dengan analisis kualitatif. Hasil 

penelitiannya menemukan bahwa kecanduan judi online memungkinkan 

penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk 

berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. 

Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, 

hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap 

temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, 

kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam 
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rumah tangga (KDRT). Judi online memiliki pengaruh terhadap 

perceraian. Hal ini dikarenakan kecanduan judi online memungkinkan 

penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk 

berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. 

Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, 

hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap 

temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, 

kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT). Yang mana akibat-akibat tersebut, merupakan 

bahkan faktor-faktor umum penyebab perceraian. Ditambah lagi, judi 

online sudah semakin mudah diakses karena perkembangan teknologi yang 

kian pesat saat ini. 

5. Abdul (2024) dengan judul “Dampak Judi Online pada Kasus Perceraian 

dalam Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi pada Kecamatan Kotabumi 

Kabupaten Lampung Utara).” Penelitian tersebut merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menemukan bahwa judi online 

menjadi masalah serius yang dapat merusak stabilitas dan keharmonisan 

rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kontrol sosial 

didalam individu masyarakat maupun kelompok mesyarakat di Kecamatan 

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. penyebab warga masyarakat 

Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melakukan tindak 

kriminalitas judi online dan faktor penyebab perceraian yakni sabagai 

berikut: yaitu faktor sosial ekonomi, faktor situasional, faktor media sosial, 
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faktor keuntungan, faktor hubungan yang buruk, faktor masalah keuangan, 

perselingkuhan dan KDRT. Perceraian karena judi online memiliki 

dampak yang luas dan mendalam. Dampak tersebut mencakup aspek 

emosional, psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah melakukan 

upaya yakni bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk 

mengadakan sosialisasi tentang bahaya judi online, Pemerintah juga telah 

memblokkir beberapa situs judi online agar tidak dapat dipergunakan lagi, 

kecamatan kotabumi turut serta dalam mendukung pemblokkiran situs 

situs terkait judi online tersebut sehingga mengurangi kemungkinan 

mereka terlibat dalam perjudian dan membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem hukum. 

6. Marjianto (2024) dengan judul penelitian “Analisis Dampak Judi Online 

terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di 

Kecamatan Lubuklinggau Timur I).” Penelitian tersebut merupaka 

penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya menemukan bahwa telah 

terjadi dampak negatif judi online pada rumah tangga di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur I. Ditemukan bentuk-bentuk judi online yang popular 

dan kerap dimainkan, seperti Kakek Zeus Slot, Mahjong, dan Bonanza. 

Judi-judi online tersebutlah yang berdampak pada keutuhan rumah tangga. 

Judi online membuat pelaku kehilangan banyak uang yang menimbulkan 

masalah yang serius terkait keuangan Keluarga (ekonomi), Aset 

digadaikan dan banyak hutang. Kemudian rumah tangga tidak harmonis 

karena pertengakaran dan konflik yang berkepanjangan bahkan KDRT, 
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Emosional sehingga sering marah dan berperilaku kasar, waktu terbuang 

sia-sia sehingga tidak fokus terhadap pekerjaaan dan hilangnya perhatian 

terhadap keluarga. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya menjadi 

pemicu terjadinya perceraian. Perkara Perceraian selama 3 tahun yang 

telah diputus di Pengadilan Agama Lubuklinggau, dari tahun 2021-2023 

sebanyak 3702 perkara, dan khusus disebabkan oleh judi 70 perkara. 

7. Ayuni dan Gunawan (2024) dengan judul penelitian “Efektivitas Mediator 

Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi dan 

Pinjaman Online.” Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif 

analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitiannya 

menemukan bahwa judi dan pinjaman online merupakan faktor pemantik 

terjadinya perceraian. Selanjutnya efektivitas peran mediator Pengadilan 

Agama Sukabumi dinilai efektif namun hasilnya hanya sekitar 5% dari 

seluruh perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukabumi 

dalam satu tahun. Kemudian dalam menanggulangi angka perceraian di 

Pengadilan Agama Sukabumi menggunakan berbagai gagasan dan upaya 

hukum, meskipun belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan 

dan menekan angka perceraian secara maksimal. Namun demikian 

berbagai gagasan dan upaya yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Sukabumi bisa dijadikan referensi dalam rangka menyelesaikan 

permasalahan serupa oleh pihak-pihak terkait. Peran Pengadilan Agama 

Sukabumi dalam menanggulangi perceraian akibat judi dan pinjaman 

online dapat dilakukan dengan cara sosialisasi bersama instansi lain. 
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8. Damanhuri, Kuurniawati, dan Wafi (2024) dengan judul “Dampak Judi 

Online terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik).” Penelitian tersebut merupakan kualitatif dengan 

metode studi kasus. Hasil penelitiannya menemukan bahwa tinjauan 

hukum Islam terhadap dampak judi online dalam kerukunan rumah tangga 

diketahui dari praktik perjudian online di Desa Watuagung, Kecamatan 

Bungah, Kabupaten Gresik, memberikan dampak negatif yang dapat 

merusak keharmonisan keluarga, antara lain; Pemborosan finansial, 

kekerasan dalam rumah tangga, perilaku kriminal. Selain itu, dampak lain 

yang dapat timbul adalah masalah kesehatan mental, seperti stres, depresi, 

dan ketergantungan, serta hilangnya waktu dan perhatian untuk keluarga. 

Dampak-dampak negatif tersebut dapat menyebabkan disintegrasi dan 

disharmoni dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, praktik perjudian 

online yang terjadi di Desa Watuagung harus segera ditangani dan diatasi, 

agar dapat mencegah dan meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi 

pada keluarga dan masyarakat. 

9. Ramadhan, Taufik, Mubarok, dan Mahendra (2024) dengan judul 

penelitian “Praktik Judi Online Implikasinya terhadap Keharmonisan 

Rumah Tangga (Di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta 

Barat).” Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan analisis 

deskriptif. Hasil temuannya menyimpulkan bahwa judi online yang terjadi 

di Meiruya Selatan disebabkan oleh faktor lingkungan yang mewarisi 
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tradisi dan budaya yang negatif dengan didukung perkembangan teknologi 

yang sangat pesat. Adapun dampak bagi keluarga yang terlibat judi online, 

yaitu: (1) perceraian, angka perceraian dari responden yang diambil 

sebesar 20% mengalami kegagalan rumah tangga (bercerai); (2) 

Pertengkaran yang hebat, hal tersebut disebabkan karena terjadi kekalahan 

di dalam bermain judi online, sehingga anak dan istri mereka menjadi 

korban; (3) hutang, perbuatan tersebut terpaksa untuk dilakukan karena 

untuk memenuhi hasrat berjudi dengan anggapan bisa memenangkan 

dengan mudah serta mendapatkan uang dengan cepat; (4) emosi tidak 

stabil, dikarenakan kalah berjudi akan berdampak pada tekanan emosional 

yang tinggi serta membuat tensi pada tubuh ikut naik yang kemudian 

berdampak pada anggota keluarga. 

10. Asman (2024) dengan judul penelitian “Dampak Negatif Judi Online 

terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga 

Islam.” Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan metode kualitatif. 

Hasil temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang menjadi pemicu perjudian online, yaitu: (1) berdasarkan faktor sosial 

dan ekonomi, mayoritas masyarakat menengah ke bawah. Mereka melihat 

perjudian slot online sebagai cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi 

mereka, meskipun hanya dengan modal kecil mereka bisa mendapatkan 

keuntungan yang besar; (2) pengaruh dari teman dan lingkungan menjadi 

faktor situasional yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

perjudian online. Tidak ikut serta dalam permainan dapat membuat mereka 
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merasa tidak nyaman dan dianggap penakut; (3) kecanduan judi online 

bisa terjadi karena masyarakat awalnya hanya ingin mencoba-coba dan 

penasaran dengan faktor belajar, namun akhirnya terbawa hingga ke 

tingkat kecanduan setelah meraih kemenangan; dan (4) persepsi 

masyarakat terhadap probabilitas bermain judi online membuat mereka 

merasa terampil dan yakin akan menang, padahal sebenarnya peluang 

kemenangan sangat kecil karena sistem permainan sudah diatur oleh 

bandar. 

11. Netti dan Kamalin (2024), dengan judul penelitian “Sosialisasi Judi Online 

terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak 

Hulu Kabupaten Kampar.” Penelitian tersebut merupakan penelitian 

penyuluhan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kegiatan sosialisasi 

mengenai bahaya judi online di Desa Kubang Jaya telah berhasil 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perjudian 

daring, khususnya terhadap keutuhan rumah tangga. Judi online terbukti 

dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, ketegangan 

emosional, serta konflik dalam keluarga. Melalui penyuluhan ini, peserta 

mendapatkan pengetahuan mengenai tanda-tanda kecanduan judi, dampak 

psikologis, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Evaluasi 

menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasalebih siap dalam 

menghadapi masalah terkait judi online dan lebih memahami pentingnya 

menjaga stabilitas keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga membantu 

mengurangi stigma terkait kecanduan judi, mendorong individu untuk 
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lebih terbuka dalam mencari bantuan. Dengan demikian, kegiatan ini 

merupakan langkah penting dalam upaya melindungi masyarakat dari 

ancaman judi online dan menjaga keharmonisan rumah tangga di masa 

mendatang. 

12. Al Hakim, Dewi, dan Aurelia P (2024), dengan judul penelitian “Studi 

Literatur: Bahaya Judi Online terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan 

Rumah Tangga.” Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur. 

Hasil penelitiannya menemukan bahwa judi online merupakan masalah 

serius yang dapat mengakibatkan kerusakan dalan struktur kesejahteraan 

keluarga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampak yang disebabkan oleh 

perilaku judi, antara lain: (a) masalah finansial; (b) kerusakan pada 

kesehatan fisik dan mental; (c) interaksi dalam keluarga yang kurang baik; 

(d) kerusakan hubungan keluarga; dan (e) perubahan pada tingkah laku 

pelaku. Akibat dari kegiatan judi online diketahui dapat mengakibatkan 

perceraian antara suami dan istri. Melalui teori Murray Bowen, sangat 

penting bagi individu untuk dapat memahami dinamika keluarga, dimana 

sistem emosional anggota keluarga saling terikat, karena mempengaruhi 

dan dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya. Keluarga pastinya 

memiliki perannya sendiri dalam menangani kasus isu sosial judi online. 

Dalam bimbingan dan konseling pun peran keluarga sangat dibutuhkan, 

hal tersebut dapat dilihat melalui layanan bimbingan dan konseling 

keluarga. Dalam kasus judi online, konselor dapat memberikan layanan 

Konseling Behavioral yang memiliki fokus pada perubahan tingkah laku 
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dengan menggunakan teknik modifikasi perilaku dengan ditujukan untuk 

mengatasi dan menurunkan kecanduan judi online. 

13. Abdullah, Prasit, dan Yanti (2023) dengan judul penelitian “Penyimpangan 

Sosial Perilaku Judi dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga 

(Studi Kasus Tiga Keluarga di Kelurahan Takimpo Kabupaten Buton).” 

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Hasil penelitiannya menemukan bahwa bentuk penyimpangan 

sosial dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kelurahan 

Takimpo, Kabupaten Buton. Perilaku judi telah menjadi isu sosial menarik 

perhatian di masyarakat modern karena potensi dampak negatifnya pada 

individu dan keluarga. Fenomena ini menyebabkan tantangan menghadapi 

dampak sosialnya dalam era kemajuan teknologi dan akses mudah ke 

perjudian. Berdasarkan analisis deviasi sosial, beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku judi termasuk tekanan hidup dan stres, pengaruh 

lingkungan sosial, dan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi 

negatif. Studi kasus pada tiga keluarga menunjukkan bahwa perilaku judi 

dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, masalah keuangan, dan 

gangguan hubungan dengan lingkungan sekitar. Batasan penelitian ini 

berfokus pada tiga keluarga di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton. 

Hasil penelitian mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada keluarga di 

lokasi lain atau kelompok sosial lainnya. Faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku judi, seperti faktor genetik, tidak dibahas secara 

rinci dalam penelitian ini. Sampel penelitian terbatas pada tiga keluarga di 
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satu lokasi, sehingga hasilnya mungkin tidak mencakup variasi perilaku 

judi pada keluarga lain di wilayah yang berbeda. Penggunaan metode 

kualitatif dapat menyebabkan bias peneliti dalam menganalisis data dan 

menafsirkan temuan. 

Menurut penulis, penelitian ini merupakan penelitian yang baru karena 

berfokus pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru terkait 

gugat cerai akibat judi online. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di 

atas berfokus pada putusan hakim yang berbeda atau dengan objek, subjek dan 

lokus penelitian yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini memiliki 

kebaruan dibandingkan penelitian yang ada. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data penelitian 

berupa data kualitatif. Menurut pendapat Moleong, bahwa penelitian kualitatif 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 

secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.
63

 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Menurut 

pendapat Ronny Hanitijo dalam Fajar dan Ahmad, bahwa penelitian hukum 

empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau 

data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
64

 Masyarakat yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru, yaitu 

masyarakat yang majemuk karena terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan 

suku. Dimana masyarakat yang dipilih adalah masyarakat yang pernah menikah 

dan tercatat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. 

Masyarakat yang bercerai tersebut diakibatkan oleh suami yang suka bermain judi 

online, sehingga pihak istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya di 

                                                 

63
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. (Bandung: Rosda Karya, 

2016), hal. 6 
64

 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 154 
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Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, dan mediasi tidak dapat 

mendamaikan suami istri, sehingga pihak pengadilan mengabulkan gugat cerai 

dengan alasan judi online. 

Kemudian hukum empiris menurut pendapat Mulyana sering disamakan 

dengan penelitian lapangan (field research) dilihat dari kecenderungannya 

menggunakan data primer.
65

 Penelitian ini dilakukan di pengadilan, sehingga 

disebut juga sebagai penelitian lapangan dan menggunakan sumber data primer 

sebagai data utama hasil penelitian. Sehingga jenis penelitian ini dikategori 

sebagai jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan data hasil penelitiannya 

berupa data kualitatif, sehingga pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian hukum empiris kualitatif. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru 

yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parti Indah Nomor 1, Kelurahan 

Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Alasan melakukan 

penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru disebabkan adanya 

putusan hakim terkait gugat cerai akibat judi online di pengadilan tersebut. Selain 

itu, kasus judi online selalu mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Kelas 

IA Kota Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai setelah terbitnya surat 
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 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 160 
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rekomendasi riset penelitian dan disesuaikan dengan waktu riset penelitian yang 

ditetapkan. 

 

C. Sumber Data 

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau 

hasil pengingisian.
66

 Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber 

dari hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru yang bernama 

Drs. Muhammad Zen, M.H. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pengambilan data yang apabila melalui tangan 

kedua.
67

 Data sekunder dalam penelitian ini berupa lima putusan hakim 

terkait gugat cerai akibat judi online di Pengadilan Agama Kelas IA Kota 

Pekanbaru, yaitu pada Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/PA.Pbr, Putusan 

Nomor x15x/Pdt.G/2024/PA.Pbr, Putusan Nomor x6x/Pdt.G/2024/PA.Pbr, 

Putusan Nomor x8x/Pdt.G/2024/PA.Pbr, dan pada Putusan Nomor 

x2x/Pdt.G/2024/PA.Pbr, serta hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan 

Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, yaitu Helmi Cendra, S.Ag., M.H., dan 
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 Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2011), hal. 42 
67

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: CV. Alfabeta, 
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hasil wawancara dengan praktisi hukum yang bernama Dr. Alfiandri 

Setiawan, S.H., M.H. 

 

D. Informan 

Menurut pendapat Iskandar, bahwa dalam penelitian kualitatif yang 

menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan 

mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan.
68

 Melalui pendapat 

tersebut dan sesuai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota 

Pekanbaru yang sudah memutuskan perkara gugat cerai akibat judi online, 

panitera Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, dan praktisi hukum terkait 

perkara gugat cerai akibat judi online. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung antara 

pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).
69

 

Definisi wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono adalah a meeting 

                                                 

68
 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2013), hal. 257 
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 Nyoto, Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi Edisi Revisi, (Pekanbaru: UR Press, 
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of two persons to exchange information and idea trought question and 

responses, resulting in communication and joint construction of meaning 

about a particular topic (sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu).
70

 Sedangkan menurut Afifuddin, 

wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan.
71

 

Jika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh, maka digunakan wawancara 

terstruktur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap.
72

 

Melalui beberapa pendapat tersebut di atas, maka wawancara 

dalam penelitian ini merupakan pertemuan langsung dengan informan 

penelitian, pertemuan dilakukan untuk menanyakan permasalahan terkait 

judi online sebagai alasan gugat cerai pada putusan hakim di Pengadilan 

Agama Kelas IA Kota Pekanbaru.  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pndekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 231 
71
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2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.
73

 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data terkait perceraian, lembaran 

putusan hakim terkait gugat cerai akibat judi online di Pengadilan Agama 

Kelas IA Kota Pekanbaru, maupun foto-foto sebagai bukti pelaksanaan 

penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data penelitian yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk 

data kualitatif. Tahapan analisis data penelitian kualitatif ini menggunakan model 

Miles dan Huberman, yaitu meliputi data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam 

mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.
74

 

Dalam penelitian ini, reduksi berupa hasil wawancara penelitian 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. 
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2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.
75

 Hasil wawancara penelitian disajikan sesuai tujuan 

penelitian, dimana hasil waawancara yang ditampilkan tersebut kemudian 

dijelaskan dalam bentuk uraian (deskriptif). 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.
76

 Dalam hal ini penulis membuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah disajikan. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini merupakan tahapan pelaksanaan penelitian dari 

perencanaan hingga analisis data penelitian, lebih jelasnya dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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1. Perencanaan 

Perencaan merupakan persiapan untuk melakukan penelitian, yaitu: 

a. Membuat instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan wawancara 

penelitian terkait permasalahan penelitian.  

b. Membuat permohonanan penerbitan surat riset dari Program Studi 

Hukum Keluarga Islam S-2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau untuk ditujukan ke Pengadilan Agama Kelas 

IA Kota Pekanbaru 

c. Memperkirakan waktu pelaksanaan penelitian 

d. Mempersiapkan berbagai peralatan yang diperlukan dalam melakukan 

wawancara penelitian 

2. Pelaksanaan 

a. Membawa surat rekomendasi riset dari kampus ke Pengadilan Agama 

Kelas IA Kota Pekanbaru 

b. Menemui pihak pengadilan dan menyerahkan surat riset untuk 

memperoleh data penelitian berupa putusan gugatan perceraian dan 

wawancara penelitian 

c. Menunggu rekomendasi pihak pengadilan untuk menetapkan jadwal 

pelaksanaan wawancara penelitian, tetapi jika dapat dilakukan 

wawancara langsung, maka dilakukan wawancara penelitian 

berdasarkan instrumen penelitian yang sudah dipersiapkan 

d. Mencatat atau merekam jawaban wawancara 
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e. Meminta dan menunggu surat keterangan telah melakukan penelitian 

di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru 

3. Analisis Data 

a. Mentranskripsikan hasil wawancara penelitian berupa rekaman, jika 

berupa catatan dapat langsung disesuaikan dengan tujuan penelitian 

b. Menyajikan hasil wawancara penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian dan menganalisisnya berdasarkan putusan gugatan 

perceraian 

c. Membuat kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Melalui hasil penelitian dan tujuan penelitian, maka kesimpulannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Judi online menjadi salah satu penyebab gugat cerai di Pengadilan Agama 

Kelas IA Kota Pekanbaru. Judi online dapat memberikan dampak bagi 

keharmonisan rumah tangga, karena berdampak pada finansial rumah 

tangga, dan berdampak bagi psikologis suami dan istri seperti terjadinya 

perselisahan dan pertengakaran terus menerus. Namun judi online tidak 

menjadi satu-satunya alasan perceraian, terdapat berbagai alasan lain yang 

menyertainya dan tentunya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara gugatan perceraian. 

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perceraian dengan alasan 

judi online adalah dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan 

oleh judi online itu atau sesuai kaidah masalahah mursalah. Selain itu ada 

pertimbangan hukum terkait kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan 

dari judi online tersebut, misalnya terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit 

didamaikan, dan kemudaratan yang ditimbulkan oleh judi online hingga 

berdampak pada keharmonisan rumah tangga.  

3. Putusan hakim dalam memutusakan cerai pada gugatan cerai akibat judi 

online di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru sudah sesuai 



123 

 

 

 

dengan kaidah hukum Islam (kaidah sad adz-dzariah dan kaidah dar’u al-

mafasid muqaddamun ‘alajalbi al-masalih) dan peraturan perundangan, 

yaitu sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

B. Saran 

Melalui hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa 

saran berikut: 

1. Judi online dapat dijadikan alasan utama terjadinya perceraian dengan 

mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh judi online itu, 

dampak itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau 

mengabulkan gugatan cerai.  

2. Putusan hakim harusnya tidak hanya berlandasakan pada pasal  116 poin 

(f) Kompilasi Hukum Islam atau pasal 19 poin (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 1975, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus 

yang sulit didamaikan. Hakim juga dapat mengacu pada poin lainnya, 

misalnya penjudi yang sulit disembuhkan, atau terjadinya penganiayaan 

dalam rumah tangga akibat judi online 

3. Putusan hakim terkait perselisihan secara terus-menerus dapat dijadikan 

alasan yang menyertai akibat yang ditimbulkan oleh judi online, bukan 

alasan utama dalam gugatan perceraian. Judi online dalam Islam 

diharamkan dan tentunya dapat merusak rumah tangga. Akibat yang 
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ditimbulkan judi online yang menyebabkan ia sesuai dengan kaidah 

hokum Islam, yaitu menolak mafsadat (kerusakan). 
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